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Abstract
There are some interestingdifferences between the FamilyPlanningProgramin
Indonesia and thefamily planning inCairo Action Program. The FP Program has
largeractions, such as the society's attention to the increasingage limitofmarriage,
family resistance building, increasing thefamily welfare, and birth control. While,
thefamilyplanninginCairoAction Programisonly limitedto the birthcontrol. This
writing tries to describe those differences as well as to clarify the direction and the
implementation of the FP Program which increasingly become an FP movement.
Pengantar
Hasil Konferensi Kependudukan
Sedunia di Kairo menghasilkan
Program of Action untuk kurun waktu
tahun 1995sampai dengan tahun 2015.
Tujuan kuantitatif yang pentingantara
lain ialah tercapainya akses pelayanan
kesehatan reproduksi yang universal,
termasuk di dalamnya adalah
pelayanan keluarga berencana (KB)
dan kesehatan seksual. Kesepakatan
untuk melaksanakan Program ofAction
tersebut secara garis besar tidak
bertentangan dengan kebijaksanaan
dan program nasional, khususnya
dalambidangKB.
Untuk melaksanakan ajakan dalam
Program of Action tersebut perlu
dilakukan pemahaman, identifikasi
pada hal-hal yang sudah dan belum
dilaksanakan,dijabarkandandikaitkan
pada kebijaksanaan dan program KB
yang sedang dan akan dilaksanakan,
serta dilakukan pemantauan dan
evaluasi implementasinya di
Indonesia. Dalam melaksanakan
langkah-langkah tersebut, masalahnya
ialah diperlukan penjabaran dalam
kebijaksanaan, program dan kegiatan
KByangsesuai dengan prinsip-prinsip
Program of Action, yang antara lain
memerlukanpertimbangankedaulatan
bangsa, konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang ada dan
prioritas pembangunan bangsa, serta
menghargai sepenuhnya pertimbang¬
anreligius,nilaietis,danlatarbelakang
budaya bangsa, dengan tetap
menjunjung tinggi hak-hak asasi
manusia yang telah diterima pada
masyarakat internasional. Masalah
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lainnya ialah pengertian KB dalam
Program of Action mempunyai lingkup
yang lebih sempit dibandingkan
dengan KB yang berada di Indonesia.
Maka dari itu, perlu dipahami
perbedaandan persamaan tersebut.
Tulisan ini mengkaji perbedaan
konsep, kebijaksanaan, program, dan
pelaksanaan kegiatan program KB di
Indonesia,apakahsudahsesuaidengan
garis-garis besar kebijaksanaan yang
dituangkan dalam Program of Action
hasil Konferensi Kependudukan
Sedunia di Kairo. Karena luasnya
permasalahan KB di Indonesia dan
pembahasan iniberkaitandenganhasil
Konferensi Kairo, topik uraian
difokuskan pada pengertian KB dalam
Program ofAction.
PerbedaanKonsep Kebijaksanaan
FamilyPlanningdan KB di Indonesia
Katafamily planning dalam Program
of Action tidak dapat diterjemahkan
langsung secara sama dengan kata
keluarga berencana yang ada di
Indonesia. Sesuai dengan pengertian
yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1992, yaitu
tentang Perkembangan Kependuduk¬
an dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera, yang dimaksud dengan
keluarga berencana adalah upaya
kepeduliandanperansertamasyarakat
melalui pendewasaan usia kawin,
pengaturan kelahiran, pembinaan
ketahanan keluarga, peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk
mewujudkan keluarga kecil, bahagia,
dan sejahtera. Kata family planning
dalam Program of Action adalah upaya
pengaturan kelahiran. Jadi, pengertian
keluarga berencana yang ada di
Indonesia lebih luas daripada kata
familyplanning. Istilahteknis yang lebih
sesuai untuk KB di Indonesia adalah
beyondfamily planning.
Dalam perumusan Kairo, family
planning mempunyai tujuan yang
menyangkut empat hal berikut.
Pertama, agar pasangan atau individu
dapat menentukan secara bebas dan
bertanggungjawab dalammenentukan
jumlah dan jarak anak yang akan
dimiliki. Kedua, mereka memperoleh
informasi dan jaminan untuk
mewujudkan keinginannya. Ketiga,
menjamin untuk memperoleh
informasi pilihan-pilihan metode KB
yang ada. Keempat, menyediakan
secara lengkapmetodeyangefektif dan
aman untuk pasangan atau individu
yang menginginkan KB. Di samping
itu, ditekankan pula pentingnya
pendidikan kependudukan dan
keluarga berencana yang memadai
karena dengan pengetahuan KB yang
cukup, mereka akan dapat berbuat
secara bertanggung jawab terhadap
apa yang diinginkannya serta
keinginan keluarga dan masyarakat-
nya. Dikatakan bahwa pemilihan
secara bebas terhadap metode yang
diinginkan oleh peserta KB (di
Indonesia dijamin dengan sistem
cafetaria) adalah menjadi kunci pokok
keberlangsungan program KB untuk
jangka panjang. Segala upaya paksaan
(coercion) dalam ber-KB tidak boleh
terjadidalamprogramKBdimanapun.
Rumusan tersebut jelas lebih tepat
berkaitandenganpengertianpengatur¬
an kelahiran di Indonesia. Pengaturan
kelahiransesuai dengan rumusanbaru
dalamPeraturanPemerintahNomor21
Tahun 1994 adalah suatu kegiatan
dalam merencanakan kehamilan atau
kelahiran yang ditujukan kepada
pasangan suami istri dalam merenca¬
nakan dan mengatur jumlah dan jarak
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kelahiran anak. Pengaturan kelahiran
yang diatur dalam peraturan
pemerintah tersebut (pasal 12)
diselenggarakarv dalam rangka
meningkatkan kesadaran dalam
menunda kehamilan pertama sampai
pada usia ideal melahirkan dan
mengatur jarak kehamilan. Selanjut-
nya, diatur (pasal 16) bahwa
pelaksanaan penundaan kehamilan,
perencanaan jumlah dan jarak antara
kelahiran anak dilakukan sendiri oleh
pasangan suami istri atas dasar
kesadaran dan kesukarelaan. Dari
pengertian ini dipahami bahwa
pengaturan kelahiran tidak tepat
apabila tidakditentukanolehpasangan
suami istri.
Perlu dicatat bahwa peraturan
pemerintah tersebut secara jelas tidak
memasukkan kata individu setelah
pasangan suami istri karena
pengaturan kelahiran hanya diatur
untuk mereka yang telah berstatus
suami istri. Ini salah satu perbedaan
pokok antara pengertian pengaturan
kelahiran dengan definisi family
planning. Perbedaan konsep untuk
mengeluarkan atau memasukkan kata
individu ini sempat diperdebatkan
secaraserudalamsidangICPDdiKairo
antara negara-negara yang menganut
paham keagamaan kuat dengan
negara-negara lainnya, seperti
persatuanUniEropadanAmerika.
Pelaksanaan penundaan kehamilan
dalampengaturankelahirandilakukan
denganalat, obat,dancara pengaturan
kehamilan yang dapat diterima oleh
pasangan suami istri. Di samping itu,
pelaksanaan ini harus memper-
timbangkanaspek:
a. daya guna danhasilguna,
b. risiko terhadap kesehatan,dan
c. nilai agama dan nilai yang hidup
dalammasyarakat.
Demikian pula bahwa alat, obat,
dan cara pengaturan kelahiran lainnya
harus dapat dipertanggungjawabkan
dari segi kesehatan, serta memper-
timbangkan nilai-nilaietik dan agama.
Apabila obat atau alat tersebut
mempunyai risiko terhadap pemakai,
penggunaannya ditetapkan (pasal 17
ayat2)danharusdilakukanoleh'tenaga
kesehatan yang berwewenang
berdasarkan standar profesi. Melalui
kebijaksanaan ini diharapkan kualitas
pelayanankontrasepsiyang dilakukan
oleh pemerintah dan swasta dapat
dijamin kualitasnya secara profe-
sionalisme.
Pengertianfertility regulationsempat
mencuat dalam sidang Kairo dan
hampir saja menjadi penghalang
terjadinya kesepakatan dalam
rekomendasikonferensi.Haliniterjadi
karenafertility regulationdalamdefinisi
teknis WHO termasuk abortus di
dalamnya. Karena setiap negara
diimbau untuk melakukan pelayanan
fertility regulation, termasuk donor
agency, negara-negara yang tidak
mengizinkan dilakukannya abortus
keberatan terhadap pemakaian kata
fertility regulation. Akan tetapi, dengan
mengganti kata fertility regulation
dengan the regulationoffertility whichare
not against the law, maka kesepakatan
dapat terwujud. Dalam paragraf 8.25
telah disebut bahwa aborsi tidak boleh
dipromosikansebagaisalahsatuupaya
family planning. Akan tetapi, dengan
mengubah pengertian teknis yang
dapat diinterpretasikankelirutersebut,
pengertian dasar dalam bab KB tidak
ada permasalahan secara konsepsual
yangpenting.
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Dengan membandingkan pengerh-
an family planning dan KB tersebut
dapat disimpulkan bahwa KB di
Indonesiatelahmencakup aspek-aspek
beyondfamily planning. Secara spesifik,
masuknya pengertian untuk me-
ningkatkanketahanandankesejahtera-
an keluarga sebagai bagian laindi luar
aspek pengaturan kelahiran, KB di
Indonesia lebih luas dan tidak terbatas
padapelavananalat kontrasepsiseperti
halnya programKBdibeberapanegara
yang telah maju.
Latar BelakangKebijaksanaandan
Tujuan KB
Dalam merumuskan beberapa
tujuan family planning program pada
Program of Action vang disepakati
diutarakan beberapa latar belakang
kondisi vang terjadi pada beberapa
belahan dunia. Pertama, praktik
pelavanankontrasepsivang dilaksana-
kanpadabeberapanegaraberkembang
dengan memberikan insentif pada
petugas programtidak bolehdikaitkan
dengan target atau jumlah kuota yang
harus dilayaninya. Hal ini ditakutkan
menimbulkan dampak sampingan
berupa upava-upava paksaan dalam
memakai alat kontrasepsi. Kedua,
indikator untukmemantaupencapaian
tujuan kuantitatif yangmengarahpada
penduduk tanpa pertumbuhandibumi
tidak disebut-sebut kapan dan berapa
targetnya. Jadi, penurunan fertilitas
yang hendak dicapai pada periode
mendatang tidak disepakati suatu
sasaran kuantitatif tertentu. Ketiga,
tujuan kuantitatif yang ingin dicapai
sampai akhir tahun 2015 ialah
menvediakan akses pelayanan
kesehatan reproduksi yang universal,
termasuk pelayanan family planning
dankesehatanseksual. Dariketigalatar
belakangtersebut,digariskanbeberapa
tujuan yang perlu dilaksanakan pada
setiap negara.
Permasalahan yang selalu menjadi
isupelik ialah ketidakmampuansetiap
negara untuk memikul beban
pembiayaan pelayanan kontrasepsi
sehingga diperlukan penyatuan
sumber dana yang sifatnya inter-
nasional. Hal ini semakin disadari
bahwa masalah kependudukan
bukanlah menjadi masalah yang
sifatnya regional, melainkan suatu
masalah yang sifatnya global. Data
menunjukkanbahwa diperkirakan 350
juta penduduk dunia yang
menginginkan kontrasepsi terpaksa
tidak dapat dilayani karenakurangnya
pendanaan yang ada. Bahkan, dari
berbagai survai diperkirakan jikalau
informasi dan pelayanan kontrasepsi
itu sangat baik, sekitar 120 juta per
tahun lagitambahan diperlukan untuk
akseptor kontrasepsi yang barn dari
jumlah yang dilayani setiap tahunnya.
Studi yang dipublikasi oleh
Population Action International
menunjukkan bahwa konsekuensi
pendanaan jangka menengah sampai
tahun 2000 terjadi peningkatan yang
cukup drastis (Grafik 1). Jikalau
penduduk usia subur 1995 adalah 1,13
milieu-, dan 0,883 miliar secara seksual
sudah aktif, serta estimasi prevalensi
pemakai kontrasepsi adalah 59,1
persen dari jumlah pasangan usia
subur, untuk melindungi 0,522 miliar
wanitadengankontrasepsidibutuhkan
pendanaan 8,4 miliar US dollar.
Pendanaan tersebut akan meningkat
pada tahim 2000 menjadi 11miliar US
dolar apabila estimasi prevalensi
pemakai kontrasepsi meningkat
menjadi 70 persen dari jumlah
pasangan usia subur. Oleh sebab itu,
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Grafik 1
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untuk mencapai pendanaan tersebut
perluadakomitmenantarnegaradonor
yang dapat membantu kebutuhan dari
negara-negara berkembang yang
membutuhkanpelayanankontrasepsi.
Grafik 2 merupakanestimasi beban
tanggungan setiap negara donor yang
diminta membiayai family planning
program didunia pada tahun 200, atas
dasar nilai dolar yang dikeluarkan
pada tahun 1990. Dari 11 miliar US
dolar tersebut, separonya perlu
ditanggungpemerintahdankonsumen
di negara berkembang, sedang sisanya
dibagi oleh negara-negara donor,
misalnya USA, Jepang, Jerman,
Perancis, Inggris, IDB, dan donor
lainnya. Dari perkiraan tersebut,
kenyataannya adalah jauh dari apa
yang diperlukan. Grafik 3 adalah
rincian negara-negara mana saja yang
telah sepakat dan negara mana yang
masih jauh dari kebutuhan yang
diperlukanmereka.
Seperti halnya keadaan secara
global, kebutuhan pelayanan
kontrasepsi di Indonesia akan
meningkat dengan drastis. Hal ini
terjadi karena jumlah yang menjadi
sasaran alat kontrasepsi di Indonesia
diperkirakan akan naik terus sesuai
dengan data permintaan masyarakat.
Hal ini didapatkan pada hasil-hasil
studi yang dilakukan. Angka-angka
nasional dari Repelita VI ke Repelita X
disajikan pada Tabel 1. Jikalau pada
akhir Repelita VI jumlah peserta KB
barusekitar 23 juta, padaakhir Repelita
X diperkirakan telah menjadi 28 juta.
Tanpa memperhatikan kenaikan harga
pelayanan KB yang ada, jumlah yang
dilayani akan memberikan gambaran
betapa beratnya pendanaan KB di
Indonesia apabila semuanya arus
ditanggung oleh pemerintah. Belum
lagi apabila diperhitungkan bahwa
kebijaksanaan yang sudah dianut
sekarang adalah meningkatkan mutu
pelayanan tanpa harus mengorbankan
jumlah yang harus dilayani agar akses
universal terhadap KB di Indonesia
bisa tercapai.
Denganlatar belakangpermasalah-
an tersebut, Program of Action dalam
family planning mempunyai enam
tujuan pokok. Pertama, membantu
suami-istri dan individu untuk
mewujudkankeinginanreproduksinya
dalam kaitannya dengan kesehatan
yang optimal, tanggung jawab dan
kesejahteraan keluarga, dan
menghormati keinginan luhur setiap
manusia dan hak-haknya untuk
menentukan jumlah, jarak, dan waktu
kelahiran anaknya. Kedua, mencegah
terjadinya kehamilan yang disengaja
dan menurunkan risiko kehamilan,
kesakitan, dan kematian. Ketiga,
menjadikan pelayananfamily planning
yang terjangkau biayanya, diterima,
dan terjangkau cakupannya kepada
siapa punyangmemerlukannya,tetapi
tetap menjaga aspek konfidensialitas-
nya. Keempat, meningkatkan kualitas
penyuluhan/advis,informasi,edukasi,
komunikasi, konsultasi, dan pelayan-
annya. Kelima, meningkatkan
partisipasi pria dan saling memikul
tanggung jawab bersama dengan
pasangannya dalam melaksanakan
family planning.Keenam,mempromosi-
kan kebiasaan menyusui bayi sebagai
upaya untuk menjarangkankelahiran.
Tujuan tersebut bukanlah menjadi
hal yang baru di Indonesia. Misalnya,
kebijaksanaan tujuan keenam tentang
promosi ASI adalah salah satu
kebijaksanaan yang sudah dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
27, tentangPengelolaanPerkembangan
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Grafik 2
Year 2000 Model Family Planning Budget, by Source
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Grafik 3
Donor Commitments for Family
Planning in Developing Countries, by Source
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TabeM
Sasaran Peserta KB Barudan PesertaKBAktM
menurut Metoda Kontrasepsidalam PJP II(RibuOrang)
PJP II
Jenis Sasaran AkhirRepelita V*) Akhir Akhir Akhir Akhir Akhir
Repelita VI RepelitaVII RepelitaVIII Repelita IX Repelita X
1. Peserta KBBaru 22.137,0 22.983,0 24.305,8 25.899,4 27.070,8 28.085,1
a. Pit 7.340,6 7.466,0 8.428,0 8.875,0 9.164,8 9.377,5
b. Suntikan 7.703,9 8.882, 9,510,9 10.321,9 10.988,3 11.589,9
c. IUD 4.284,0 4,073,0 4.345,9 4.345,9 4.440,2 4.517,6
d. Kondom 559,9 817,0 717,6 792,1 858,9 916,0
e. Lain-lain 763,7 542,0 482,2 509,8 526,5 547,6
f. Implant 1.484,9 1.403,0 996,5 1.054,7 1.094,1 1.136,5
2. Peserta KBAktif 21.460,9 25.160,0 27.723,0 30.008,1 31.849,8 33.415,1
a. Pil 7.677,3 7.196,6 7.777,5 8.272,8 8.625,8 8.879,5
b. Suntikan 4.875,0 7.670,8 8.539,7 9.355,8 10.049,1 10.658,5
c. IUD 5.722,5 6.252,7 6.825,4 7.283,0 7.618,5 7.898,6
d. Kondom 482,7 344,7 388,4 429,7 465,9 498,7
e. Lain-lain 1.325,5 1.478,8 1.708,2 1.928,1 2.128,5 2.319,3
f. Implant 1.377,0 2.216,4 2.485,7 2.740,7 2.962,0 3.160,5
Catalan: *) Angka perkiraan (kumulatif seiama Repelita V)
Kependudukan sebagai penjabaran
dariUUNo. 10Tahun 1992.Darisudut
pandang kondisi pembangunan di
Indonesiayangmasihperludipikirkan
adalah prioritas setiap tujuan tersebut.
Menyusun prioritas ini bukanlah
barangyangmudahkarenaketerkaitan
upaya dengan berbagai sektor, di
samping sampai saat ini pendanaan
family planning juga memperoleh
bantuanbeberapanegara donor.
Pokok-PokokProgramAksi
KependudukandiBidangKB
Untuk mencapai tujuan yang
digariskan, disusun beberapa upaya
yang sekiranya cukup efektif dan
efisien untuk mencapai sasaran
pembangunan tersebut. Berapa
program yang perlu dilaksanakan
antara lain sebagai berikut. Pertama,
negara dengan bantuan masyarakat
intemasional perlu mempromosikan
prinsip voluntary choice of family
planning. Indonesia dapat dianggap
pelopor dalammenyusunkebijaksana¬
an ini karena hal tersebut sudah
termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 10 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 dan 27. Apabila pada masa
lalu dilontarkan masalah ini, dengan
adanya perangkat undang-undang
tersebut diharapkanpraktik yang akan
dilaksanakan tidak sama dengan yang
telah berlalu.
Kedua, pelayanan KB yang sebaik-
baiknya harus merata dan mencapai
segenap lapisan masyarakat, terutama
yang miskin, serta diintegrasikan
dengan pelayanan kesehatan
reproduksi. Paling lambat tahun 2015
diharapkan semua orang yang
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membutuhkan pelayanan kontrasepsi
harus sudah dapat terpenuhi.
Ketiga, dalam kaitan pemonitoran
dan evaluasi program KB, pemerintah
perlu mengawasi dengan ketat
tindakan menyimpang dari petugas
pelayanan KB di pusat-pusat
pelayananuntukmenjaminterlaksana-
nyapelayananyangberkualitas.
Keempat, peran lembaga swadaya
dan organisasi masyarakat atau sektor
swasta dalam mencapai tujuan KB
perlu digalakkan. Hal itu dilakukan
melalui pengerahan dukungan
kekuatan masyarakat dan keluarga
sehingga meningkatkan pula
jangkauan dan penerimaan pelayanan
kesehatan reproduksi, termasuk KB
dankesehatanseksual.
Kelima, peningkatan peran LSOM
dalam membantu pemantauan
pelayanan KB dan kesehatan
reproduksipada umumnya.
Keenam, hambatan yang tidak
semestinya, baik secara hukum,medis,
klinis, dan peraturan yang meng-
hambat akseptor untuk memperoleh
informasi, akses untuk memperoleh
pelayanan dan memakai alat
kontrasepsi perlu segera diidentifikasi
sehingga pemerintah dapat segera
menghapus hambatan-hambatan
tersebut.
Ketujuh, tokoh masyarakat dan
politisi dianjurkan ikut mempromosi-
kan dan mengesahkan pelayanan KB
dan kesehatan reproduksi pada
umumnya karena di beberapa negara,
KB tidak diizinkan oleh pimpinan
politik danmasyarakatnya.
Kedelapan, pemerintah sedapat
mungkin menghindari sistem insentif
dan disinsentif dalam KB,dan diminta
lebih memperhatikan melalui
pendidikan dan keinginan sukarela
dalammengikutiKB.
Bagian lain yang sudah saatnya
memperoleh perhatian serius di
Indonesiadanbeberapanegarasedang
berkembang lainnya yang sudah lama
dalam melaksanakan KB ialah upaya
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan KB. Dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan ini
maka perlu diperhatikan hal-hal
sebagaiberikut.
1. Mengakui fakta bahwa metode KB
yang cocok untuk setiap suami istri
dan individu sangat bervariasi
menurut umur, paritas, besamya
keluarga,dan faktor lainnya.
2. Menjamin bahwa pria dan wanita
dapat memperoleh informasi dan
pelayanan KB yang seluas-luasnya
(sistem kafetaria) sehingga haknya
untuk memilihmetode yang paling
efektif dan aman untuk mereka
dapat dijamin.
3. Menjadikan informasi tentang KB,
termasuk kerugian dan keuntung-
annya dari aspek kesehatan,
tersebar seluas-luasnya sehingga
mudah dijangkau, tetapi lengkap
dan akurat. Demikian juga,
informasitentangefek sampingdan
keampuhansalahsatumetodeyang
dipilihnya, informasi pencegahan
HIV - AIDS dan penyakit seksual
menular (PSM) harus dijamin
tersebar seluas-luasnya sesuai
dengan peraturan dan norma yang
ada.
4. Menjadikan pelayanan KB lebih
aman, murah, lebih praktis, dan
terjangkau oleh semua yang
membutuhkan; dan menjamin
kecukupan dan kontinuitas
pelayanan kontrasepsi yang ber-
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kualitas dengan jalan memperkuat
sistem logistik pelayanan.
Konfidensialitas dan privasi dari
peserta KB perlu dijamin dalam
sistem pelayanan yang berkualtias
ini.
5. Perlu dilakukan pelatihan secara
formal dan informal dari petugas
KB,penyuluhkesehatan, pengelola
program kesehatan untuk mening-
katkan pengetahuan dan ke-
mampuannya di bidang kesehatan
reproduksi,khususnyamasalahKB
dan kesehatan seksual serta
kemampuannya untuk komunikasi
interpersonaldankonsultasi.
6. Melakukan perawatan follow-up
yangmemadai,termasukmengoba-
ti efek samping yang timbul akibat
kontrasepsi dan menyediakan
pelayanan kesehatan reproduksi
yang berkaitan atau melalui sistem
rujukanyangbagus.
7. Pengukuran kinerja pelayanan KB
hendaknya tidak terpaku pada
aspek-aspekkuantitatifdarikinerja,
tetapi memperhatikan pula aspek
kualitatif pelayanan, termasuk
melalui sistem informasi meneje-
men yang baik, teknik survai, dan
evaluasisecara rutin.
8. Kualitas pelayanan KB akan
menjadisemakin sempuma apabila
dilakukan pula promosi
penggunaan ASI karena menyusui
tidak hanya berkaitan dengan
masalahjarak antarkelahiran, tetapi
juga kondisi kesehatan maternal
dan kelangsungan anak yang lebih
baik.
Di samping seruan di atas,
organisasi internasional juga diimbau
agar melakukankoordinasipendanaan
dan aktivitas untuk penyediaan alat
kontrasepsi pada tingkat global,
regional dan kelompok khusus secara
lebihefektif.Padatingkatdalamnegeri,
makapelayanankesehatanreproduksi,
khususnya KB, jangan terpaku pada
pelayanan pemerintah, tetapi harus
pula menggalakkan peran sektor
swasta. Akhirnya, pemerintah harus
mengambil langkah-langkah yang
sangat serius untuk mencegah
terjadinyaaborsi,danjangansekali-kali
mempromosikan aborsi sebagai salah
satu alat KB. Untuk mereka yang
mengalami aborsi. terutama yang
mengalami berulang-ulang, harus
diberikan pengobatan dan konsultan
yangmanusiawi.
ImplikasiPelaksanaannyapada
GerakanKBdi Indonesia
Dari berbagai hasil rekomendasi
Kairo tersebut, Kantor MenteriNegara
Kependudukan/BKKBN dan sektor-
sektor yang terkait perlu mengangkat
beberapa kebijaksanaan yang
memperoleh prioritas, khususnya
selama Repelita VI ini. Berikut adalah
berbagai contoh prioritas kebijaksana¬
an, program, dan kegiatan yang
berkaitan dengan peningkatan
pelayanankontrasepsiyang dilaksana-
kan oleh berbagai sektor, baik
pemerintahmaupunLSOM.
1. PeningkatanEfektivitasPelayanan
Kontrasepsi
a. Peningkatan penyediaan alat/obat
kontrasepsisesuaidengankebutuh-
an masyarakat, baik jumlah, jenis,
maupunmutunya.Kegiatan/upaya
yangdilakukanmeliputitiga upaya
pokok. Pertama, pemantapan
penyediaan alat/obat kontrasepsi
sesuai dengan sistem kafetaria
dengan memperhatikan kebutuhan
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masyarakat. Kedua, pemantapan
penyediaan sistem dan mekanisme
distribusi alat/obat kontrasepsi
secara berjenjang dan berke-
sinambungan. Ketiga, pemantauan
kontrol kualitas (pengendalian
mutu) alat/obat kontrasepsi secara
berjenjangdanberkesinambungan.
b. Peningkatan pendayagunaan
sarana, prasarana, dan tenaga
penyelenggaraan pelayanan
kontrasepsi. Kegiatan/upaya yang
dilakukan meliputi peningkatan
pendayagunaan prasarana, sarana,
dan tenaga pelayanan kontrasepsi.
Peningkatan ini sebagian besar
perludilakuanpadaklinik-klinikdi
desa, yang masih memiliki
prasarana, sarana, dan tenaga yang
sangat terbatas.
2. PeningkatanKemandirian
PelayananKontrasepsi
Mengingat semakin beratnya
pendanaan dalam pelayanan KB, baik
karena semakin luasnya sasaran
program maupun semakin banyaknya
wanita dan pria yang dilayani, Kantor
Menteri Negara Kependudukan/
BKKBN bekerja sama dengan
Departemen Kesehatan, Organisasi
Profesi (POGI, IDI, ISFI, Depdagri
Pusat/Lembaga Penelitian, dan
Organisasi Sosial/LSOM) meningkat-
kan kemandirian dalam ber-KB.
Berikut dua contoh kebijaksanaan dan
kegiatan pokok untuk meningkatkan
kemandirianKB.
a. Peningkatan kemandirian dalam
penyelenggaraanpelayanankontra¬
sepsi dan kesertaan ber-KB dalam
pengaturan kelahiran. Upaya-
upaya yang dilakukan antara lain
ialah melalui peningkatan peran
serta unit pelaksana swasta,
organisasi profesi dan masyarakat
dalam kegiatan pelayanan kontra¬
sepsi secara mandiri. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan adalah
sebagai berikut. Pertama, mening¬
katkan pertemuan koordinasi
dengan jajaran unit pelaksana dan
organisasi profesi. Kedua, temu
ilmiah organisasi profesi dalam
pengembangan strategi pelayanan
kontrasepsi dan teknologi kontra¬
sepsi. Ketiga, pembinaan dan
bimbingan terpadu dengan unit
pelaksana dan organisasi profesi.
Keempat, peningkatan pelayanan
KB mandiri melalui dokter/bidan
swasta, apotik dan pelayanan
swasta lainnya, dan peningkatan
pelayanan KB mandiri oleh
masyarakat secara kelompok,
maupunmelaluiLSOM.Peningkat¬
an penyediaan dan distribusi
alat/obat kontrasepsi mandiri
melalui jalur swasta melalui
kebijaksanaan sebagai berikut.
Pertama, mendorong tersedianya
alat kontrasepsi mandiri (LIBI,
LIMAS,dansebagainya) olehusaha
swasta. Kedua mendorong
kelancaran, cakupan, dan merata-
nya distribusi alat-alat kontrasepsi
mandiri oleh usaha swasta. Ketiga,
peningkatangerakanKBmandiridi
berbagai tingkat wilayah. Kebijak¬
sanaan tersebut dilakukan dalam
bentuk kegiatan yang meliputi
gerakan KB mandiri perkotaan
dengan lebih memantapkan peran
dokter dan bidan praktik swasta;
gerakan KB mandiri pedesaan
dengan pendayagunaan bidan di
desa; Gerakan KB mandiri
perusahaan seperti pemantapan
pelaksanaan program IPKTK;
pemasaran kemandirian, termasuk
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pemasaran tempat pelayanan; dan
peningkatanpemasarankemandiri-
an dengan memperluas isi.
Peningkatan peran serta masyara-
kat dalam pembiayaan pelayanan
kontrasepsi melalui pendanaan
individu, pendanaan kelompok,
dan pendanaan asuransi juga
merupakan upaya yang penting
untuk membantu terciptanya
kemandiriandalam Repelita VI ini.
b. Peningkatan pelayanan program
pesertaKBmandiriakibat pemakai-
an alat/obat kontrasepsi dan
pelayanan infertilitas. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan meliputi
peningkatan penanggulangan efek
samping,komplikasidankegagalan
secara dini, tepat, cepat dan akurat;
peningkatan penyediaan obat efek
samping dengan jumlah jenis dan
mutu memadai; peningkatan dan
pemantapansistemdanmekanisme
rujukan; dan pengembangan
pelayananasuransibagipesertaKB;
pengembangan pelayanan infertili¬
tas bagi pasangan usia subur yang
memerlukan dan pelayanan
pemulihan kesuburan; dan
pengembangan sistem ayoman KB.
Hal yang terakhir ini sangat
diperhatikan karena dengan sistem
asuransi ini, banyak hak mereka
dapat terwujud denganbaik karena
tidak terhambat dengan masalah
pembiayaan. Perlu pula dicatat
bahwasistem pengayomanKBjuga
mengakomodasikan bagi yang
kecukupan dan miskin, yaitu
dengan memberikan bantuan
pemerintahbagiyangmiskinuntuk
ikut dalam asuransi pada tahun
pertama, untuk kemudian
dievaluasi hasilnya pada tahun
kedua.
3.PeningkatanKualitasPelayanan
Ada empat aspek pokok yang
ditujukan secara langsung untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
kontrasepsi.
a. Peningkatan kualitas pelayanan
kontrasepsi yang ditinjau dari
pemberi maupun penerima
pelayanan. Kegiatan-kegiatan yang
dilakukan adalah sebagai berikut.
Pertama,meningkatkanpengetahu-
an dan keterampilan pelayanan
medis dan konsultasi. Kedua,
peningkatan penyediaan peralatan
yangmemadai.Ketiga,peningkatan
dan pemantapan standar prosedur
pelayanan kontrasepsi, termasuk
pelayanan inform consent. Keempat,
peningkatan dan pemantapan
program menjaga mutu. Kelima,
peningkatan pembinaan teknis
medis secara berjenjang antara lain
visiting spesialis. Keenam, pening¬
katan penelitian dan pengembang¬
anmedis/alatkontrasepsi.Ketujuh,
peningkatan pengamatan efek
samping alat/obat kontrasepsi
jangka panjang. Kedelapan,
peningkatan penajaman sasaran
pelayanankontrasepsiberdasarkan
umur, paritas, status kesehatan
sesuai dengan pola kontrasepsi
rasional.
b. Peningkatan dan pemantapan
pengetahuan dan keterampilan
petugas pelayanan kontrasepsi
dalam pengaturan kelahiran.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
adalah sebagai berikut. Pertama,
memantapkanpendidikankeluarga
berencana dalam kurikulum
pendidikan ilmu kedokteran bagi
para mahasiswa kedokteran.
Kedua, memantapkan pendidikan
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KB bagi tenaga perawatan dan
bidan. Ketiga, mengadakan
pelatihan dan penyegaran bagi
tenaga medis,perawat,danbidan.
c. Peningkatan penyediaan sarana
dan prasarana pelayanan kontra-
sepsi berkualitas yang diperlukan
dalam pengaturan kelahiran.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
adalah sebagai berikut. Pertama,
peningkatan penyediaan sarana
dan prasarana pelayanan kontra-
sepsi melalui rumah sakit,
puskesmas, puskesmas pembantu,
dan klinik KB. Kedua,peningkatan
penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan melalui bidan di desa.
Ketiga, peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan melalui
institusimasyarakatditingkat desa.
Keempat, peningkatan jaringan
sarana dan prasarana pelayanan
yang mandiri.Kelima,peningkatan
penyediaan peralatan medis dan
nonmedis untuk pelayanan
kontrasepsi setiap sarana pelayan¬
an.Keenam,peningkatanpenyedia¬
an alat/obat kontrasepsi yang
berkualitas. Ketujuh, peningkatan
penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan kontrasepsi di daerah
rentan. Kedelapan, penyediaan
formulir inform consent.
d. Pengembangan mekanisme opera-
sional pelayanan kontrasepsi.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
sebagai berikut. Pertama, pertemu-
an mekanisme operasional
pengelola pelayanan kontrasepsi.
Kedua, pertemuan regional
pengembangan pelayanan kontra¬
sepsi. Ketiga, penyusunan perang-
kat organisasi dan tatalaksana
pelayanan kontrasepsi. Keempat,
bimbingan, pembinaan pemantau-
an,danevaluasikegiatanpelayanan
kontrasepsi.
4. IntegrasinyadenganPelayanan
KesehatanReproduksi .
Dalam aspek keSehatan reproduksi
yang lebih luas dan iniegrasinya
dengan pelayanan kontrasepsi; maka
dilakukanpengembangankebijaksana-
anmelaluikegiatanyang biasa dikenal
dengan kegiatan keluarga sejahtera
(KS) dan kegiatan yang sifatnya kerja
sama dengan dunia luar (internasio-
nal).Pengembangankeluargasejahtera
dengan kegiatan/upaya yang meliputi
penajamansegmentasisasaranbagiibu
hamil,pustupati, pusmupati, dan PUS
sangat muda (pusamu) di dalam
rangka penurunan MMR dan IMR.
Pemantapansistemrujukanpelayanan
kontrasepsi (sarana dan tenaga) baik
untukpenundaanmaupunmengakhiri
kehamilan menjadi prioritas yang
dilaksanakan secara integral dengan
sektor lain, terutama sektor kesehatan.
Peningkatan pendayagunaan bidan di
desa dan dukun terlatih dalam
penyuluhan, pelayanan maupun
pembinaan,serta intensifikasikegiatan
pokjanaldan posyandujuga diberikan
prioritas tinggi. Disamping itu,dalam
pengembangan kerja sama inter-
nasional dilakukan pelatihan,
konsultasi jangka pendek, studi
banding dan sebagainya, yang dapat
membantu dalam menyusun pe-
rencanaanprograminovatii.
Kesimpulan
Kesepakatan untuk melaksanakan
Program of Action tersebut secara garis
besar tidak bertentangan dengan
kebijaksanaan dan program nasional,
khususnya dalam bidang KB. Dengan
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membandingkan pengertian family
planning dan KB dapat disimpulkan
bahwaKBdiIndonesiatelahmencakup
aspek-aspek beyond family planning.
Secara spesifik masuknya pengertian
untuk meningkatkan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga sebagai bagian
laindiluaraspekpengaturankelahiran,
KB di Indonesia lebih luas; tidak
terbatas pada pelayanan alat
kontrasepsisepertihalnyaprogramKB
dibeberapa negara yang telah maju.
Dalam merumuskan beberapa
tujuan family planning pada Program of
Action yang disepakati adalah sebagai
berikut. Pertama, praktik pelayanan
kontrasepsi yang dilaksanakan pada
beberapa negara berkembang dengan
memberikan insentif pada petugas
program tidak bolehdikaitkan dengan
target ataujumlah yang harus dilayani
(kuota) oleh petugas tersebut. Kedua,
indikatoruntukmemantaupencapaian
tujuankuantitatif yangmengarahpada
penduduktanpapertumbuhandibumi
tidak disebut-sebut kapan dan berapa
targetnya. Ketiga, tujuan kuantitatif
yang ingindicapai sampai akhir tahun
2015 adalah menyediakan akses
pelayanan kesehatan reproduksi yang
universal, termasuk pelayanan family
planning dan kesehatan seksual.
Permasalahan yang selalu menjadi isu
pelik adalah ketidakmampuan setiap
negara untuk memikul beban
pembiayaan pelayanan kontrasepsi
sehingga diperlukan penyatuan
sumber dana yang sifatnya
internasional.
Dari sudut pandang kondisi
pembangunan di Indonesia, yang
masihperludipikirkanadalahprioritas
masing-masing.Menyusunprioritasini
bukanlah sesuatu yang mudah karena
keterkaitan upaya dengan berbagai
sektor, di samping sampai saat ini
pendanaan family planning juga
memperoleh bantuan beberapa negara
donor.Dariberbagaihasilrekomendasi
Kairo tersebut, Kantor MenteriNegara
Kependudukan/BKKBN dan sektor-
sektor yang terkait perlu mengangkat
beberapa kebijaksanaan yang
memperoleh prioritas, khususnya
selama Repelita VI ini. Prioritas
kebijaksanaan, program, dan kegiatan
ialah peningkatan efektivitas
pelayanan kontrasepsi, peningkatan
kemandirian pelayanan kontrasepsi,
peningkatan kualitas pelayanan, dan
dukungan kegiatan yang terintegrasi
dengan pelayanan kesehatan
reproduksi. Untuk itu, pemantauan
dan evaluasi pasca-Kairo perlu
dilakukan secara berkala dan terfokus
padabeberapa prioritasbaru tersebut.
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